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Penelitian ini didasarkan pada penetapan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi terhadap penyelesaian sengketa
ekonomi syariah. Dalam penetapan ini Pengadilan Agama memiliki kewenangan
terhadap penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Segala perkara yang berkaitan
dengan kegiatan ekonomi syariah mulai dari asuransi syariah, perbankan syariah,
pegadaian syariah, dan lain sebagainya. Perkara perdata yang di daftarkan di
Pengadilan sebelum masuk ke dalam persidangan, harus dimediasi terlebih
dahulu dengan bantuan mediator. Apabila tidak berhasil untuk dimediasi maka
berlanjut ke persidangan dan apabila tidak di mediasi maka batal demi hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dan
efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dalam
penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama di Kalimantan
Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dan
dokumentasi. Dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif.

Berdasarkan pengolahan dan analisa data maka ditemukan bahwa
Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A, Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas
Il dan Pengadilan Agama Martapura Kelas IB telah melaksanakan PERMA
Nomor 1 Tahun 2016, yaitu dengan adanya hakim mediator di setiap pengadilan.
Pada proses mediasi itu sendiri, Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A telah
melaksanakan prosedur mediasi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
ada di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena adanya kasus sengketa
ekonomi syariah, pada Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas Il baru
melaksanakan gugatan sederhana, sedangkan Pengadilan Agama Martapura
Kelas IB belum ada kasus sengketa ekonomi syariah yang dilakukan mediasi



